















(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016) by YENI ANDRASARI, YENI ANDRASARI
1 
 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN 
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH 
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun 2016) 
 
Yeni Andrasari1, Tatas Ridho Nugroho2, Nur Ainiyah3 
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit 
Email : yeniandra2@gmail.com 
 
Abstract 
This study examines influence of local revenue, balance funds, and other legitimate regional income 
on regional expenditure. The purpose of this study was to find out the influence between the original 
regional opinion, the balance fund, and other legitimate regional income on regional expenditure. The 
analysis technique used in this study with doubled multiple linear regression analysis, where the 
classical assumption is tested before testing the hypothesis. The results of study show a local revenue 
has a significant and positive effect at regional expenditure with a significance value of 0.000 < 0.05 
or t count value of 26.294 > t table 2.03011. Balancing funds have a significant and positive effect at 
regional spending with a significance value of 0.000 < 0.05 or t count value of 18.831 > t table 
2.03011. Other legitimate regional revenues have a significant and positive effect at regional 
expenditure with a significance value of 0.000 <0.05 or t count value of 7.758> t table 2.03011. 
Simultaneously local revenues, balance funds, other legitimate regional income have a significant and 
positive effect at regional expenditure with a significance value of 0.000 <0.05 or F count value of 
1210.765 > F table 2.87. 
Keywords: Local Revenue, Balancing Funds, Other Income Legal valid 
 
Abstrak 
Studi ini menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah yang sah atas pengeluaran daerah. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui 
pengaruh antara pendapat daerah asli, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah. Teknik analisis yang terdapat pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dimana 
asumsi klasik diuji sebelum menguji hipotesis. Hasil penelitian menjelelaskan bahwa pendapatan asli 
daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 atau nilai t hitung sebesar 26,2494 > t tabel 2,03011. Dana Perimbangan 
mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 atau nilai t hitung 18,831 > t tabel 2,03011. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah dengan hasil nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 atau nilai t hitung 7,758> t tabel 2,03011. Bersamaan dengan pendapatan asli daerah, 
dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah pengaruh yang signifikan dan positif pada 
pengeluaran daerah dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 atau nilai F hitung 1210,765 > F tabel 
2,87. 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. 
 
A. PENDAHULUAN 
 Indonesia sudah menggalami peubahan dalam kehidupan ekonomi rakyaktnya maka 
diterapkanlah peraturan otonomi daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu 
provinsi yang telah menerapkan otonomi daerahnya dengan landasan pada UU. No. 32 
Tahun 2004 yang berisi tentang Otonomi daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban di 
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dalam daerah otonomi berfungsi untuk mengurus dan mengatur urusan dalam pemerintahan 
dan kepentingan akan semua masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 32 
Tahun 2004). Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung oleh adanya proporsi 
keuangan antara pemerintah daearah dan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU 
No. 33 Tahun 2004 menyebutkan tentang sistem pembiayaan pemerintah mencakup bahasan 
dalam laporan Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Daerah sampai Pusat secara 
sepadan, kerakyatan, rata dan terbuka dengan melihat kemampuan, keadaan, dan 
kebutuhan di setiap daerah. Dalam UU Menteri Dalam Negeri No. 13 pasal 25 Tahun 2006 
menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah digunakan dalam membiayai belanja daerah 
adalah (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain penerimaan 
yang sah. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif sebagai sumber pendanaan 
daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil adanya ketergantungan daerah terhadap 
subsidi dari pemerintah pusat. Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari 
pendapatan yang diperoleh dari APBN dan diterapkan atas suatu daerah untuk membiayai 
keperluan daerah yang terkait hal pelaksanaan disentralisasi bertujuan untuk membangun 
keselarasan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (darise, 2008:143). Tetapi dalam 
realisasinya, terdapat perkiraan mengenai pendapatan asli daerah. Seperti terjadinya 
penurunan PAD Jawa Timur pada tahun 2016 yang disebabkan menurunnya Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat kebijakan baru dari pemerintah, jadi 
masyarakat Jawa Timur tidak bisa menghindari dari imbas tersebut. Kemudian 
permasalahan anggaran yang tidak berlangsung di pemerintahan pusat, namun juga kepada 
pemerintah daerah pada akhirnya tidak mampu menciptakan ruang fiskal untuk belanja 
yang produktif (http:www.surabaya.tribunnews.com: 04/01/2016). Kedua jenis pendapatan 
daerah tersebut akan bersama-sama dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang 
juga merupakan pendapatan daerah akan digunakan pemerintah daerah untuk 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Daerah. Lain-Lain Pedapatan Daerah Yang 
Sah terdiri dari pendapatan dana Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan 
Lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah agar lebih mengerti dan dapat memenuhi 
aspirasi masyarakat, selain itu pemerintah daerah agar lebih mengerti dan dapat 
memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat membiayai pengeluarannya 
untuk pelaksanaan belanja daerahnya. Dari kajian diatas maka penulis mengambil judul 
untuk melakukan penelitian terhadap Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 
dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten 
dan Kota di Jawa Timur Tahun 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka 
muncul persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : apakah pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
terhadap Belanja Daerah?. Dan memunculkan hipotesis menunjukkan pengarug pendapatan 
asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja 
daerah. 
  
B. KAJIAN LITERATUR 
Keuangan Daerah 
Keuangan daerah semua sistem asset yang mengacu dengan nilai uang dan semua yang 
termasuk hak dan kewajiban daerah dengan tujuan realisasi pemerintahan daerah (UU No. 
32 Tahun 2004). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang proporsi perimbangan antara 
keuangan dalam pemerintah pusat dan dalam pemerintah daerah dalam pasal 66 ayat (1) 
disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara teratur, patuh pada peraturan undang-
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undang, efisien, efektif, ekonomis, terbuka, dan berkewajiban dan menunjukkkan keadilan, 
kepatuhan dan kebaikan untuk masyarakat 
Anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah perencanaan finansial per tahun oleh  
pemerintah daerah dan diulas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 
pemerintah daerah menetapkan dengan peraturan pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004). 
Belanja Daerah Anggaran pemerintah keputusan persetujuan oleh eksekutif dan legislatif 
tentang belanja yang berupa dokumen formal dan disahkan untuk melakukan aktifitas 
pemerintah dan pendapatan yang diharapkan agar dapat menutupi kebutuhan belanja 
tersebut atau pembiayaan yang diperlukan apabila diduga akan terjadi gejala surplus dan 
defisit. 
Belanja Daerah 
a. Pengertian belanja daerah 
Belanja daerah merupakan semua kewajiban dari daerah yang diahkan untuk mengurangi 
angka asset bersih dalam periode per tahun anggaran yang saling berhubungan. Belanja 
Daerah meliputi pengeluaran berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dan dapat 
menurunkan nilai ekuitas dana lancar, dimana termasuk kewajiban daerah dalam tahun 
anggaran. Belanja daerah berfungsi untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang 
menjadi wewenang yang berasal dari urusan pilihan dan urusan wajib untuk provinsi atau 
kabupaten/kota (PP. No. 58 Tahun 2005). 
b. Kelompok belanja daerah 
Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi berupa gaji dan tunjangan, serta 
penghasilan-penghasilan lainnya dan dibagikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan 
anggota DPRD. 
Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau 
pemakaian jasa ketika melakukan rencana kegiatan pemerintah daerah. 
Belanja Modal, merupakan belanja yang dipakai untuk pengeluaran dan dilaksanakan 
dalam rangka pembelian atau pengadaan asset tetap berwujud untuk dipergunakan dalam 
kegiatan pemerintahan 
Bunga, merupakan pembayaran bunga atas cicilan atau anggaran pokok pinjaman (uang). 
Subsidi, merupakan pengeluaran saat memerlukan perencanaan dukungan biaya untuk 
produksi untuk perusahaan agar harga jual produksi/jasa terpenuhi oleh masyarakat 
banyak. 
Hibah, merupakan pengeluaran perencanaan pembelian hibah dalam bentuk uang, 
jasa/barang untuk pemerintah atas pemerintah daerah lainnya, dan semua masyarakat 
yang telah dipilih. 
Bantuan Sosial, merupakan belanja yang direncanakan untuk diberikan kepada 
masyarakat dalam berupa uang ataupun jasa. 
Belanja Bagi Hasil, merupakan belanjan yang digunakan untuk merencanakan dana bagi 
atas hasil yang diperoleh dari penerimaan provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota atau 
penerimaan dari pemerintahan daerah tertentu kepada pemerintahan daerah lainnya yang 
telah ditetapkan dalam undang-undang. 
Belanja Bantuan Keuangan, merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah 
provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa kepada pemerintah derah lainnya 
dalam merencanakan pemeberian dari keuangan yang sifatnya umum/khusus guna 
pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. 
Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja pengeluaran yang digunakan karena kejadian 
tak terduga, seperti halnya menyelesaikan masalah bencana alam maupun bencana sosial. 
Pendapatan Asli Daerah 
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
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Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari Daerah yang diperoleh 
atas dasar Peraturan-peraturan dari Daerah sebanding dengan peraturan perundang-
undangan (UU. No.33 Tahun 2004).  
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Daerah adalah pemberian wajib bagi daerah yang dikeluarkan oleh badan/orang 
pribadi yang sifatnya mewajibkan dan mengharuskan berdasarkan Undang-Undang, 
beserta tidak memperoleh kompensasi secara terbuka dan digunakan agar kebutuhan 
daerah untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). 
Retribusi Daerah adalah iuran daerah yang diperoleh dari bantuan izin khusus atau 
pemenuhan jasa digunakan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan orang pribadi 
ataupun Badan (UU No. 28 Tahun 2009). 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hasil atas pengelolaan 
dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba BUMD 
yang kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan 
modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan PAD diperoleh dari hasil pengelolaan 
asset dari daerah yang telah dipecah. 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dalam undang-undang Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa macam-macam lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang Sah digunakan untuk penganggaran pendapatan daerah. 
Dana Perimbangan 
a. Pengertian Dana Perimbangan 
Dana Perimbangan adalah anggaran yang didapatkan dari penerimaan APBN yang 
digunakan oleh daerah dalam membiayai kepentingan daerah dalam program  
pelaksanaan disentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pada intinya, Dana Perimbangan 
merupakan dana alokasi oleh pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi 
daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relative kecil, jalannya roda 
pemerintahan akan bergantung pada tersedianya 
b. Klasifikasi Dana Perimbangan 
Dana Bagi Hasil, adalah anggaran yang diperoleh dari pendapatan APBN yang digunakan 
oleh daerah yang mengacu angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan disentralisasi. 
Dana Alokasi Umum, adalah anggaran yang didapatkan dari anggaran APBN dengan 
tujuan untuk mengukur potensi keuangan antara daerah dengan lainnya untuk 
membiayai kebutuhan setiap daerah dalam program realisasi disentralisasi. 
Dana Alokasi Khusus, adalah anggaran yang diperoleh dari APBN yang digunakan oleh 
daerah guna membantu membiayai kegiatan penting khususnya untuk membiayai sarana 
dan prasarana pelayanan fasilitas dasar 
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang telah diterima oleh 
Pemerintah Daerah yang tersusun atas pendapatan dana darurat dan pendapatan hibah. 
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup: 
a. Hibah yang berasal dari badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok 
masyarakat/perorangan, pemerintah daerah lainnya; 
b. Dana darurat yang diberikan pemerintah dalam program membantu memenuhi 
kebutuhan korban/kerusakan akibat bencana alam yang tidak bisa diperkirakan; 
c. Dana bagi hasil pajak oleh provinsi kepada kota/kabupaten; 
d. Dana atas penyesuaian dan dana atas otonomi khusus dan ditetapkan dan disahkan oleh 
pemerintah; dan 




C. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menekankan dan membahas atas dengan 
menggunakan teori-teori melalui pemeriksaan variabel-variabel dalam penelitian dengan 
bentuk angka yang mempunyai maksud untuk memeriksa hipotesis dan memperoleh jawaban 
atas hipotesis yang digunakan (Sugiyono, 2014:76). Pendekatan Kuantitatif digunakan dalam 
data berupa angka-angka dengan studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di 
Jawa Timur. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian 
ini adalah penelitian kasual komparatif ysng merupakan penelitian yang mempunyai 
karakteristik masalah berupa kaitannya dengan akibat antara lebih dari dua variabel (Nur 
Indriantoro, 2002:27). 
Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan 
Kota di Jawa Timur. Yang meliputi 29 Kabupaten dan 9 Kota, jumlah populasi adalah 38 
Pemerintah Daerah. Penentuan sampel ditentukkan oleh Teknik dalam sampling yang 
dipakai dalam pembahasan penelitian ini adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi 
digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2016, dengan total  
jumlah sampel sebanyak 38 daerah , maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 1 x 
38 = 38 Data. 
Jenis Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa angka-angka dan jenis 
penelitian kasual komperatif yang terdapat variabel lebih dari satu. 
Variabel Penelitian 
a. Pendapatan Asli Daerah (X1) pendapatan atas dasar dari peraturan pemerintah daerah 
yang diperoleh dari pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004). 
b. Dana Perimbangan (X2) dana yang dipakai untuk daerah untuk membiayai kepentingan  
daerah dalam program disentralisasi yang diperoleh dari pendapatan APBN (UU No. 33 
Tahun 2004). 
c. Lain=lain pendapatan daerah yang sah (X3) pendapatan yang diterima oleh Pemerintah 
Daerah yang terdiri dari pendapatan atas hibah dan pendapatan atas dana darurat UU 
No. 32 Tahun 2004. 
d. Belanja Dearah (Y) semua kewajiban daerah yang disahkan guna mengurangi nilai 
kekayaaan bersih per tahun (UU No. 33 Tahun 2004). 
Teknik Analisis 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara analisis grafik (scatterplot) yaitu dengan melmeriksa 
hasil gambar normal probability plot sebagai perbandingan distribusi kumulatif dengan 
distribusi normal. Untuk memperkuat pengujian, uji normalitas yang dapat digunakan 
adalah uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov- Smirnov memperlihatkan nilai 
signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-
Smirnov telah menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual tersebut tidak 
terdistribusi normal (Ghozali, 2013:156). 
b. Uji Multikolonieartas 
Cara untuk mengetahui apakah yang terjadi Multikoloniertas atau tidak sdsnys 
multikoloniertas adalah dengan membandingkan nilai tolerance dan variance inflation factor 
(VIF). 
Pengambilan keputusan : 
 Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi Multikoloniertas. 
 Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi Multikoloniertas. 
6 
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian dilakukan dengan melihat gambar p-plot antara nilai prediksi variabel independen 
dengan distribusinya. Apabila gambar grafik tersebut secara acak dengan membandingkan 
aangka 0 pada sumbu Y bahwa telah disimpulkan tidak terdapat heterokedasitas. Cara untuk 
melihat  muncul tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat menggunakan uji 
glejser. Untuk dapat melihat ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka terdapat 
syarat sebagai berikut : 
1.Jika nilai Sig Variabel independen < 0,05 maka terjadi Heterokedastitas. 
2.Jika nilai Sig variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi Heterokedastitas  
Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 + e 
Keterangan : 
Y = Belanja Daerah 
X1 = Pendapatan Asli Daerah 
X2 = Dana Perimbangan 
X3 = Lain-lain Perndapatan daerah yang sah 
α = Konstanta 
β = Koefisien Regresi 
e = eror 
Uji Hipotesis 
a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Besarnya nilai R2 adalah 0 ≤ R2 ≤1, dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut 
dapat dikatakan baik karena semakin mendekati dengan hubungan antara dalam variabel 
independen dengan dalam variabel dependen, demikian sebaliknya (Ghozali,2013:64). 
b. Uji Simultan (F) 
F yang telah dibandingkan dengan adanya batas signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 
sebesar 0,05. Cara yang dilakukan untuk membandingkan nilai dari F hitung dengan nilai 
dari F tabel dengan ketentuan dan keputusan sebagai berikut: 
Ho = 0, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja 
Daerah secara bersama-sama. 
Ho > 0, berarti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama. 
Kriteria Penilaian: 
1) Jika F hitung > F tabel, maka Ho tersebut ditolak dan Ha diterima yang artinya  
bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah secara bersama-sama adanya pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah. 
2) Jika F hitung < F tabel, maka Ho tersebut  diterima dan Ha ditolak yang berarti 
bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah secara bersama-sama tidak adanya pengaruh yang positif terhadap Belanja 
Daerah. 
c. Uji Parsial (t) 
Uji t dilakukan untuk membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
Ho = 0, berarti tidak adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah 
secara parsial. 
Ho > 0, berarti adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahterhadap belanja daerah secara parsial. 
Kriteria penilaian:  
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1) Jika t hitung > t tabel, maka Ho tersebut ditolak dan Ha telah diterima yang 
berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif dari penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap 
Belanja Daerah secara parsial. 
2) Jika t hitung < t tabel, maka Ho tersebut diterima dan Ha telah ditolak maka 
berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah 
secara parsial 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
   
  
 
   
Tabel 4.2 
 







 Mean ,0002506 
Std. Deviation 117603102356,
49138000 
Most Extreme Differences Absolute ,127 
Positive ,127 
Negative -,093 
Test Statistic ,127 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,125
c
 
a. normal distribution. 
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b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 Hasil uji normalitas melalui kolmogorof smirnov harus menunjukkan diatas nilai 
signifikan 0,05 . Pada tabel 4.2 diatas didapatkan nilai signifikansi uji K-S sebesar 0,125. 
Angka tersebut lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut berarti penyebaran data 
tidak memperlihatkan adanya model penyimpangan oleh kurva normal, yang berarti sebaran 
data tersebut berarti  membuktikan asumsi normalitas. 
Uji Multikolonieartas 
Tabel 4.3 
    
 Berdasarkan tabel 4.3 hasil nilai tolerance menunjukkan bahwa masing-masing variabel 
independen tidak ada nilai yang memiliki kurang dari 0,10 yang berarti menunjukkan tidak 
adanya korelasi antar variabel independen. Maka memperlihatkan bahwa tidak ada 
multikolonieartas antar variabel independen. 
Uji Heteroskedastisitas 
   
 
 
 Hasil scatterplot pada gambar diatas tidak terdapat adanya bentuk pola yang sangat 
jelas, serta senua titik menyebar dan dibawah nilai angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 
dilihat  tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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PAD 1,229 ,047 ,623 26,294 ,000 ,486 2,060 
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LLPS ,935 ,121 ,216 7,758 ,000 ,353 2,829 
a. Dependent Variable: BD 
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  Hasil model regresi linear berganda senagai berikut: 
  Y = 96311178989,833 + 1,229PAD + 1.014DP + 0,936LLPS 
 Nilai konstanta (menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 
(LLPS) bernilai 0 (X1=0, X2=0, X3=0) maka belanja daerah bernilai 963111789989,833. 
 Koefisien regresi Pendapatan Aslin Daerah (PAD) sebesar  1,229 artinya, jika Pendapatan 
Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap 
maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 122,9 persen. 
 Koefisien Regresi Dana Perimbangan (DP) sebesar 1.014 artinya, jika Dana Perimbangan 
mengalami kenaikan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap maka belanja 
daerah akan mengalami kenaikan sebesar 101,4 persen. 
 Koefisien regresi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPS) sebesar 0,936 artinya, 
jika Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 1% dan variabel 













 Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi tabel 4.5 diatas diperoleh nilai koefisien 
determinasi (AdjustedR) adalah 0,990 artinya 99 % maka semua variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen dan sisanya 1% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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PAD 1,229 ,047 ,623 26,294 ,000 
DP 1,014 ,054 ,388 18,831 ,000 
LLP
S 
,935 ,121 ,216 7,758 ,000 
a. Dependent Variable: BD 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
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Berdasarkan perhitungan Statistik pada tabel 4.6, dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah 
mempunyai nilai koefisien 1,229 dengan nilai t hitung sebesar 26,294 > t tabel (2,03011) dan 
tingkat signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menyimpulkan an bahwa pendapatan Asli 
Dearah secara parsial berpengaruh positif dan pastiterhadap Belanja Daerah. 
 Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien 1,014 dengan nilai t hitung sebesar 18,831 > t 
tabel (2,03011) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menyimpulkan  bahwa 
Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan pasti terhadap Belanja Daerah. 
 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah yang Sah memiliki nilai 
Koefisien 0,935 dengan nilai t hitung 7,758 > t tabel (2,03011) dan tingkat signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05. Hal ini meyimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara 
parsial berpengaruh positif dan pasti terhadap Belanja Daerah. 
Pembahasan 
Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah 
 Dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan dibahas diperoleh hasil bahwa variabel atas  
pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 
belanja daerah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 atau nilai t 
hitung 26,294 > t tabel (2.03011).  Artinya, Pendapatan Asli Dearah berpengaruh positif 
pasti terhadap Belanja Daerah tersebut. Dengan adanya peningkatam atas pendapatan asli 
daerah sudah tentu pendapatan daerah tersebut juga akan meningkat dikarenakan 
pendapatan asli daerah termasuk salah satu komponen pendapatan daerah yang nantinya 
juga akan diikuti meningkatnya Belanja Daerah yang akan berdampak pada tiap 
kemakmuran semua rakyat. 
Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah 
Dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan dibahas dan dibahas diperoleh hasil bahwa 
variabel atas Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 
variabel belanja daerah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 
0,05 atau nilai t hitung 18,831 < t tabel (2,03011). Artinya, Dana Perimbangan berpengaruh 
positif pasti terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa daripada pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan tentu juga mempengaruhi tingkat belanja daerah. 
Pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah 
Dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan dibahas diperoleh hasil bahwa variabel Dana 
Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel belanja 
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hitung 18,831 < t tabel (2,03011). Artinya, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap 
Belanja Daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa selain pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan juga mempengaruhi tingkat belanja daerah. 
Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang 
sah terhadap belanja daerah 
Dari hasil secara simultan, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap belanja daerah yang dijelaskan oleh nilai F signifikansi 0,000 berada 
dibawah 0,05 atau nilai F hitung 1210,765 > F tabel 2,87. Hal ini berarti belanja daerah yang 
digunakan oleh pemerintahan kabupaten dan kota provinsi jawa timur ditentukan oleh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 
yakni terlihat dari hasil nilai koefisien determinasi sebesar 99% dan sisanya 1% ditentukan 
oleh adanya  variabel lain . 
 
E. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari penjabaran tersebut maka terdapat kesimpulan : 
1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 > 0,05 atau nilai t hitung 26,294 > t tabel 
(2,03011)  artinya Pendapatan Asli Daerah meningkat maka belanja daerah juga 
meningkat. 
2. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi 0,000 > 0,05 atau nilai t hitung 18,831 > t tabel (2,03011) artinya 
Dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga meningkat. 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja 
daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 > 0,05 atau nilai t hitung 7,758 > t 
tabel (2,03011) artinya Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat maka belanja 
daerah juga meningkat. 
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja daerah 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 > 0,05 atau nilai F hitung 1210,765 > 2,87 
dengan koefisien determinasi 99% dan selebihnya 1% dipengaruhi faktor-faktor lain. 
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